BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka sebagai
jawaban terhadap permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
1. Upaya penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat antar sub suku dayak
Punan Hovongan dan Punan Hobukot dilakukan dengan cara:
a. Musyawarah Tingkat Ketemenggungan
Musyawarah tingkat ketemenggungan dilakukan di Dusun Nanga Lapung
yang merupakan wilayah suku Punan Hovongan, dengan agenda
pengaturan kembali batas wilayah hak ulayat sub suku dayak Punan
Hovongan dan Punan Hobukot namun tidak tercapai kesepakatan.
Sehingga dilanjutkan pada tingkat Musyawarah Tetua Adat yang akan
diselenggarakan di Desa Metalunai, pada bulan April 2019.
b. Melalui Musyawarah Tetua Adat
Penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat antar sub suku dayak
Punan Hovongan dan Punan Hobukot dilakukan melalui jalun non litigasi,
yaitu melalui musyawarah tetua adat suku Dayak Punan. Upaya
penyelsaian sengketa melalui musyawarah tetua adat ditempuh karena
sebelumnya sudah dilkakukan negosiasi namun tidak membuahkan hasil.

Musyawarah tetua adat merupakan alternatif penyelesaian pada tingkat
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tertinggi dalam persidangan adat suku Dayak Punan, dalam pengambilan
keputusan berdasarkan suara bulat dari seluruh anggota yang sifatnya
mengikat bagi para pihak yang bersengketa.
c. Jalur Mediasi
Apabila upaya penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah
tetua adat tidak membuahkan hasil, maka upaya yang dilakukan
penyelesaian selanjutnya dilakukan dengan cara mediasi di Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota Kapuas Hulu. Pasal 1 angka (6)
PMNA/KBPN No. 11 Tahun 2016 menyebutkan “mediasi adalah cara
penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, dan
lebih lanjut dalam Pasal 1 angka (8) menerangkan bahwa “mediator
adalah pihak yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna
mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa atau konflik tanpa
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.
Namun proses mediasi dapat dilaksanakan atas persetujuan dari
para pihak yang bersengketa, berdasarkan prinsip musyawarah untuk
mufakat bagi kebaikan semua pihak.
2. Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Hak Ulayat Antar Sub
Suku Dayak Punan Hovongan dan Punan Hobukot adalah:
a. Masing-Masing Pihak Mengklaim Memiliki Bukti Kepemilikan Atas

Wilayah Yang Bersengketa.
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Suku Punan Hovongan dan suku Punan Hobukot sama-sama mengklaim
memiliki bukti kepemilikan atas wilayah yang bersengketa sehingga
sama-sama merasa paling berhak atas wilayah tersebut. Terutama pula,
karena ketiadaan saksi hidup yang terlibat dalam penetapan batas wilayah
ketemenggungan sehingga sulit dalam menentukan mana pihak yang
berhak dan yang tidak.

b. Ketiadaan Saksi Hibup Sejarah Penetapan Batas Wilayah Hak Ulayat
Suku Punan Hovongan dan Punan Hobukot
Ketiadaan saksi hidup sejarah penetapan batas wilayah hak ulayat ini
membuat masalah semakin rumit, hal ini dikarenakan para pihak yang
bersengketa bersikukuh mempertahankan pendapat masing-masing.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapa diajukan beberapa saran
sebagai berikut.

1. Mengamati proses penyelesaian sengketa batas wilayah antar sub suku Dayak
Punan yang kurang efektif dan memakan waktu yang lama, maka sebaiknya
sub-sub suku Dayak ‘Punan membentuk Lembaga Adat tingkat
ketemenggungan yang secara khusus menangani penyelesaian sengketa tanah
dan/ batas wilayah hak ulayat. Dalam struktur kelembagaan adat tingkat
ketemenggungan tersebut perlu dipertimbangkan untuk segera membentuk
tim pengkaji sejarah gunakan menemukan bukti-bukti sejarah yang berkaitan

dengan pendudukan atas sebidang tanah atau 1 (satu) wilayah oleh para
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leluhur suku Dayak Punan sehingga mempermudah dalam memutus perkara
serta menentukan pihak mana yang paling berhak atas sebidang tanah atau
wilayah yang disengketakan.

. Secara musyawarah mufakat dan suka rela membuat suatu kesepakatan
tertulis terkait penetapan status wilayah yang disengketakan dengan
disaksikan oleh pihak ketiga sebagai mediator. Dengan begitu, bukti
kepemilikian atas wilayah hak ulayat sub suku dayak Punan Hovongan dan
Punan Hobukot memiliki kekuatan baik secara adat maupun hukum positip.

. Secara bersama-sama mengajukan permohonan pengakuan terhadap wilayah
ketemenggungannya kepada Pemerintah Daerah berupa produk hukum yaitu
Peraturan Daerah tentang Pengakuan Terhadap Keberadaan Wilayah

Ketemenggungan sub suku dayak Punan Hovongan dan Punan Hobukot.
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